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BAB 1

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

engadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman, mempunyai tugas pokok memeriksa,
memutus, dan mengadili perkara, serta dalam
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintahan
lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri

Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Mengadili [judicial power), yakni
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

b) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para  Hakim,
Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera
Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita
Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya.

c) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan

administrasi peradilan.
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d) Fungsi Lainnya :

a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl
Nomor KMA /004 /SK/II/199])

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan

beracara di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya,
Pengadilan Negeri Palangka Raya telah bekerja dengan sungguh-
sungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi dengan
rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian yang terkait,
baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang
ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga apa
yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat

terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

B. VISI DAN MISI
Visi Pengadilan  Negeri Palangka Raya mengacu pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

”Terwujudnya Pengadilan  Negeri / Tipikor /
VI SI Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A Yang
Agung".
Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah

sebagai berikut :
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1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri / Tipikor /
Hubungan Industrial Palangka Raya.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada Pencari Keadilan.

MI SI 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan

Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Negeri
Palangka Raya.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di
Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial

Palangka Raya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap
sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas
serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri
Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
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nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi
pada tahun selanjutnya (2015 -2019).
Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya memenuhi

butir 1 dan 2 di atas.

Sedangkan Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.
4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.
5) Meningkatnya Kompetensi dan Integritas SDM.
6) Ikut Mendukung Peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga
Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.
Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis,
Pengadilan Negeri Palangka Raya mencanangkan beberapa program.

Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:
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1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah:
a. Dukungan Manajemen Pengadilan;
b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan
sarana dan prasarana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai
berikut:
a. Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan;

- Tambah Daya Listrik

b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor;

Kursi Pengunjung Sidang

Kursi Fiber

- Lemari Arsip

-  Rak Besi
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- Lemari Toga Hakim

- Kursi Tamu/ sofa

- Meja staf 'z biro

- AC Split 2 PK

- Alat Pengepres Kertas
c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;

- Laptop

- Running Text

- Telepon Paralel
d. Pengadaan Kendaraan Bermotor;

- Body Repair

3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Palangka Raya, dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah :
a) Layanan Pos Bantuan Hukum;
b) Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan
banding yang tepat waktu,;
c) Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan
Biaya Perkara;

d) Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara.
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BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara
tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau
perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan
kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana
hubungan aktivitas dan fungsi diantara bagian-bagian. Dalam Struktur
Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara
bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan bagian pengertian tentang Struktur Organisasi
tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam
Struktur Organisasi yaitu :

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja .

2. Adanya standarisasi kegiatan kerja.

3. Adanya koordinasi kegiatan kerja.

4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.

5. Besaran seluruh organisasi.

Dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
No. 08 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-
undang No. 49 Tahun 2009), dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 3 tahun 2009), telah
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dikeluarkan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang
Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden No. 14
Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada
dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam
lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar yaitu :

1. Menyelenggarakan Administrasi Teknis Yudisial.

2. Menyelenggarakan Administrasi Umum (Non Teknis Yudisial)

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

dalam keadaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
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1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Manfaat SOP
yaitu:

1. Sebagai standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara
keseluruhan;

4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangl
keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

S. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta
membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan
dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

8. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang
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harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi
pegawai. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang

dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hubungannya dengan wurusan birokrasi, pada umumya
masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya
murah sehingga dewasa ini tiap-tiap instansi pemerintah dituntut

untuk memenuhi keinginan dari masyarakat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut diatas,
tiap-tiap instansi pemerintah menyusun/membuat standar
Operasional Prosedur (SOP) berbasis kinerja sebagai pedoman atau
tata cara yang harus dilakukan atau harus dilalui untuk
menyelesaikan suatu proses tertentu. Dan SOP ini disusun guna
meniadakan /mengurangi resiko kesalahan yang ditimbulkan.

Matrik SOP pada Pengadilan Negeri Palangka Raya:

NO. UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KET
Teknis
1. | Panitera Pengganti 10 1. SOP. Fersidemgan Sudah
Perkara Pidana Biasa direvisi tgl

2. S.O.P. Persidangan | 10 Agustus
Perkara Pidana Anak 2017

3. S.O.P. Persidangan
Perkara Pidana Cepat
Ringan

4. S.O.P. Persidangan
Perkara Pidana Cepat
(Lalu Lintas)
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5. S.O.P. Persidangan
Pidana Pra Peradilan

6. S.O.P. Persidangan

Perkara Perdata
Gugatan

7. S.0O.P. Persidangan
Perkara Perdata
Permohonan

8. S.O.P. Persidangan
Perkara Tipikor

9. S.O.P. Persidangan
Perkara Phi

10. S.O.P. Persidangan

Perkara Perdata
Gugatan Sederhana
“o || JUBEEE 12 1. S.O.P. Pemanggilan Simelalh
Sidang Perkara | direvisi tgl
Perdata 0 Agretrs
2. S.O0.P Pemberitahuan 2017

Isi Penetapan Putusan
Perkara Perdata

3. S.0.P. Pemberitahuan
Pernyataan Banding,

Kasasi Peninjauan
Kembali Perkara
Perdata

4. S.0.P. Pemberitahuan
Dan Penyerahan
Memori Banding
Kasasi Peninjauan
Kembali Perkara
Perdata

S. S.O.P. Pemberitahuan
Dan Penyerahan
Kontra Memori
Banding Kasasi
Peninjauan Kembali

Perkara Perdata

6. S.O.P. Pemberitahuan
Memeriksa Berkas (
Inzage ) Untuk Perkara
Banding

7. S.O.P. Panggilan
Teguran Anmaning

8. S.O0.P. Pemberitahuan
Putusan Perkara
Pidana
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9. S.O.P. Pemberitahuan
Pernyataan Banding,
Kasasi Perkara Pidana

10. S.O.P. Pemberitahuan

Dan Penyerahan
Memori Banding,
Kasasi Peninjauan
Kembali Perkara
Pidana

11. S.O.P. Pemberitahuan
Dan Penyerahan
Kontra Memori
Banding, Kasasi
Peninjauan Kembali
Perkara Pidana

12. S.O.P. Delegasi
Panggilan
Pemberitahuan

3. Kepaniteraan 36 1. SOP Pendaftaran Sudah
Pidana Berkas Perkara Pidana | direvisi tgl

B 10 Agustus

2. SOP Penanganan 2017
Berkas Perkara Pidana
Biasa

3. SOP Pendaftaran
Berkas Perkara Pidana
Singkat

4. SOP Penanganan
Berkas Perkara Pidana
Singkat

5. SOP Pendaftaran

Berkas Perkara Pidana
Cepat (Ringan / Lalu
Lintas)

6. SOP Penanganan
Berkas Perkara Pidana
Cepat (Ringan / Lalu
Lintas)

7. SOP Pendaftaran
Permohonan Banding
Perkara Pidana

8. SOP Penerimaan
Permohonan Banding
Perkara Pidana

9. SOP Penerimaan
Memori Banding /
Kontra Memori
Banding Perkara
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Pidana

10. SOP Penerimaan
Memori Banding
Pidana Yang Terlambat

11. SOP Pencabutan
Permohonan Banding
Pidana

12. SOP Pengiriman
Berkas Pidana
Banding

13. SOP Penerimaan
Permohonan Kasasi
Perkara Pidana

14. SOP Pendaftaran
Permohonan Kasasi

Perkara Pidana

15. SOP Penerimaan
Memori Kasasi /
Kontra Memori Kasasi
Perkara Pidana

16. SOP Penerimaan
Memori Kasasi Pidana
Yang Terlambat

17. SOP Pencabutan
Perkara Pidana Kasasi

18. SOP Pengiriman
Perkara Pidana Kasasi

19. SOP Penerimaan
Permohonan
Peninjauan Kembali
(PK) Perkara Pidana

20. SOP Pendaftaran
Permohonan
Peninjauan Kembali

(PK) Perkara Pidana

21. SOP Pengiriman
Berkas Pidana
Peninjauan Kembali

22. SOP Penerimaan
Permohonan Grasi
Perkara Pidana

23. SOP Pengiriman
Permohonan Grasi
Perkara Pidana

24. SOP Penanganan
Permohonan Izin /
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Persetujuan Penyitaan

25. SOP Penanganan
Permohonan Izin /
Persetujuan
Penggeledahan

26. SOP Penerimaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan Pasal 29
Ayat (2), (3) KUHP
Tahap Satu Dan Dua

27. SOP Penerimaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan Pasal 25
Ayat (2) KUHP

28. SOP Permohonan

Diversi Dari Penyidik /
Penuntut Umum

29. SOP Pendataan Anak

Korban

30. SOP Pelaksanaan
Pengawasan Dan
Pengamatan

31. SOP Penerimaan

Barang Bukti

32. SOP Penanganan
Penetapan Hari Sidang
Pertama/Penahanan
Hakim / Perpanjangan
KPN / Petikan Putusan

33. SOP Pendaftaran
Perkara Praperadilan

34. SOP Penanganan
Berkas Perkara
Praperadilan

35. SOP Pendaftaran
Berkas Perkara Pidana
Anak

36. SOP Penanganan

Berkas Perkara Pidana

Anak
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4. | Kepaniteraan 22 1. Penyelesaian Perkara Sudah

Perdata Perdata Permohonan direvisi tgl

2. Penyelesaian Perkara | 10 Agustus
Perdata Gugatan 2017

3. Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana
Oleh Hakim Tunggal

4. Tata Cara Penyelesaian
Keberatan Perkara
Gugatan Sederhana

5. Penyelesaian Perkara
Perdata Upaya Hukum
Banding

6. Penyelesaian Perkara
Perdata Upaya Hukum
Kasasi

7. Penyelesaian Perkara
Perdata Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

8. Pelayanan Penerimaan
Perkara Prodeo

9. Delegasi Panggilan
Pemberitahuan (Dari

Pengadilan Negeri
Lain)
10. Perdata Eksekusi

Pembayaran Uang
11. Perdata Konsinyasi

12. Konsinyasi Terhadap
Gugatan Ganti Rugi

13. Penyelesaian Perkara

Gugatan Keberatan
Ganti Rugi

14. Pengembalian Sisa
Panjar Perkara

15. Keuangan Perkara
Perdata

16. Penerimaan Dan
Pendaftaran

Permohonan Eksekusi

17. Pelaksanaan

Aanmaning Dan
Eksekusi Perkara
Perdata

18. Surat Masuk
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19. Surat Keluar

20. Penerimaan Barang
Persediaan

21. Konsinyasi

22. Prosedur Penyelesaian
Perkara Perdata
Gugatan Keberatan
BPSK

5. | Kepaniteraan 25 1. SOP Pendaftaran Sudah

Tipikor Berkas Perkara Tipikor | direvisi tgl

2. SOP Penanganan | 10 Agustus
Berkas Perkara Tipikor 2017

3. SOP Pendaftaran
Permohonan Banding
Perkara Tipikor

4. SOP Penerimaan
Permohonan Banding
Perkara Tipikor

S. SOP Penerimaan
Memori Banding /
Kontra Memori
Banding Tipikor

6. SOP Penerimaan
Memori Banding Yang
Terlambat

7. SOP Pencabutan
Permohonan Banding
Tipikor

8. SOP Pengiriman
Berkas Tipikor
Banding

9. SOP Penerimaan
Permohonan Kasasi
Perkara Tipikor

10. SOP Pendaftaran
Permohonan Kasasi
Perkara Tipikor

11. SOP Penerimaan
Memori Kasasi/Kontra
Memori Kasasi Perkara
Tipikor

12. SOP Penerimaan
Memori Kasasi Tipikor
Yang Terlambat
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13. SOP Pencabutan
Perkara Tipikor Kasasi

14. SOP Pengiriman
Perkara Tipikor Kasasi

15. SOP Penerimaan
Permohonan
Peninjauan Kembali
Perkara Tipikor

16. SOP Pendaftaran
Permohonan
Peninjauan Kembali
Perkara Tipikor

17. SOP Pengiriman
Berkas Perkara Tipikor
Peninjauan Kembali

18. SOP Penerimaan
Permohonan Grasi
Perkara Tipikor

19. SOP Pengiriman
Permohonan Grasi
Perkara Tipikor

20. SOP Penanganan

Permohonan Izin /
Persetujuan Penyitaan

21. SOP Penanganan
Permohonan Izin /
Persetujuan
Pengeledahan

22. SOP Penerimaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan Pasal 29
Ayat (2), (3) KUHP
Tahap Satu Dan Dua

23. SOP Penerimaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan Pasal 25
ayat (2) KUHP

24. SOP Penerimaan
Barang Bukti

25. SOP Penanganan
Penetapan Hari Sidang
Pertama/Penahanan
Hakim / Perpanjangan
KPN / Petikan Putusan

6. | Kepaniteraan PHI 27 1. SOP Penerimaan Sudah
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Berkas Perkara PHI | direvisi tgl

Gugatan, Nilai
Gugatan dibawah 1Y GEEHRE
Rp150.000.000,- 2017
2. SOP Penerimaan
Berkas Perkara PHI
Gugatan, Nilai
Gugatan diatas Rp.
150.000.000,-
3. SOP Pendaftaran

Perkara PHI Gugatan,
Nilai Gugatan dibawah
Rp150.000.000,-

4. SOP Pendaftaran
Perkara PHI Gugatan,
Nilai Gugatan diatas
Rp150.000.000,-

5. SOP Penanganan
Register Perkara PHI
Gugatan

6. SOP Pemberitahuan
Putusan Perkara PHI

Gugatan

7. SOP Pemberitahuan
Putusan Verstek
Perkara PHI Gugatan

8. SOP Penerimaan
Perkara PHI Kasasi

9. SOP Pendaftaran
Perkara Gugatan
Kasasi

10. SOP Penerimaan

Memori Kasasi/Kontra
Memori Kasasi PHI

Kasasi

11. SOP Pencabutan
Perkara PHI Kasasi

12. SOP Pengiriman
Berkas Perkara Kasasi

13. SOP Penerimaan
Perkara Peninjauan
Kembali

14. SOP Pendaftaran
Perkara Peninjauan
Kembali

15. SOP Penerimaan
Memori Peninjauan
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Kembali / Kontra

Memori Peninjauan
Kembali

16. SOP Pencabutan
Perkara Peninjauan
Kembali

17. SOP Pengiriman
Berkas Perkara

Peninjaun Kembali

18. SOP Pemberitahuan
Putusan Perkara
Peninjauan Kembali

19. SOP Pengelolaan Surat
Masuk Kepaniteraan
PHI

20. SOP Pengelolaan Surat
Keluar Kepaniteraan
PHI

21. SOP Penerimaan
Permohonan Eksekusi
Nilai dibawah
Rp150.000.000,-

22. SOP Penerimaan
Permohonan Eksekusi
Nilai di atas
Rp150.000.000,-

23. SOP Pendaftaran
Permohonan Eksekusi

24. SOP Pelaksanaan
Aanmaning dan
Eksekusi

25. SOP Penanganan
Register Perkara PHI
Kasasi / Peninjauan
Kembali

26. SOP Pendaftaran
Perjanjian Bersama
Melalui Bipartit

27. SOP Persidangan
Perkara PHI

7. | Kepaniteraan 18 1. SOP Pellegmman Sudah

Hukum Pengaduan direvisi tgl

2. SOP Pelayanan Surat | 10 Agustus
Keterangan 2017

3. SOP Pengesahan Akta
Notaris
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4. SOP Pelayanan
Informasi Prosedur
Biasa

5. SOP Pelayanan
Informasi Prosedur
Khusus

6. SOP Pelayanan
Permohonan Hak Uji
Materiil

7. SOP Pelayanan
Kehumasan

SOP Pencatatan PNBP

SOP Pelayanan Pos
Bantuan Hukum

10. SOP Pengelolaan Surat

Masuk
11. SOP Pengelolaan Surat
Keluar
12. SOP Pendaftaran Surat
Kuasa
13. SOP Pembuatan
Laporan Bulanan
14. SOP Pembuatan
Laporan 3 Bulanan
15. SOP Pembuatan
Laporan 4 Bulanan
16. SOP Pembuatan
Laporan 6 Bulanan
17. SOP Pembuatan
Laporan Tahunan
18. SOP Pengarsipan
Berkas
Non Teknis
8. | Sub Bag 37 1. SOP Doyt Sudah
Kepegawaian, Rencana Kerja | direvisi tgl
Organisasi dan llinraer 10 Agustus
Tatalaksana 2, B0 Penyusungn 2017
Rencana Kerja
Bulanan

SOP Laporan Tahunan

SOP Laporan Bulanan

5. SOP Pengangkatan
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CPNS Menjadi PNS

6. SOP Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil

7. SOP Usulan Promosi

Jabatan

8. SOP Usulan
Mutasi/Pemindahan
Pegawai

9. SOP Kenaikan Gaji
Berkala

10. SOP Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil
11. SOP Cuti Pegawai

12. SOP Pembuatan Kartu
TASPEN

13. SOP Pembuatan Kartu
Isteri (KARIS) / Kartu
Suami (KARSU)

14. SOP Pembuatan Kartu
Pegawai (KARPEG)

15. SOP Daftar Urut
Kepangkatan (DUK)

16. SOP Daftar Urut
Senioritas

17. SOP Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah
Jabatan

18. SOP Bazetting Pegawai
19. SOP Surat Dinas

20. SOP Daftar Penilaian
Sasaran Kerja Pegawai

21. SOP Laporan
Rekapitulasi Absen
22. SOP Laporan

Rekapitulasi Absen
Hakim dan Panitera

Pengganti Tindak
Pidana Korupsi
23. SOP Laporan

Rekapitulasi Absen
Hakim Ad Hoc
Pengadilan Hubungan
Industrial

24. SOP Pembuatan Surat
Tugas Pelatihan
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Hakim, Pejabat
Struktural/Fungsional
Dan Pegawai

25. SOP Pemberian
Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
(Dan Penghargaan
Lainnya)

26. SOP Hukuman Disiplin

27. SOP Pembuatan
Asuransi Kesehatan

28. SOP Pengarsipan
Berkas Kepegawaian

29. SOP Pembuatan SK
Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri

30. SOP Penginputan dan
Pengolahan Data pada
Komdanas

31. SOP Pengisian Buku
Induk Kepegawaian,
Gaji Berkala Dan
Pensiun

32. SOP Surat Pernyataan
Masih Menduduki
Jabatan

33. SOP Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas
untuk Hakim, Pejabat
Struktural dan
Fungsional

34. SOP Surat Pernyataan
Telah Menduduki
Jabatan Untuk Hakim
Pejabat Struktural dan
Fungsional

35. SOP Penataan Papan
Struktur Organisasi

36. SOP Penginputan dan
Pengolahan Data
Aplikasi E-PUPNS,
SIHARKA dan LHKSN

37. SOP Penginputan dan
Pengolahan Data pada
Aplikasi SAPK Dan
SIKEP
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9. | Sub Bag Umum 38 1 SOP. Mg Sudah
dan Keuangan Data ATK Dan Sarana | direvisi tgl
Penunjang Kerja 10 Agustus
2. S.O.P. Menyusu.n 2017
Rencana Kerja

Tahunan Sub Bag
Umum Dan Keuangan

3. S.O.P. Menyusun
Rencana Dan Program
Kerja

4. S.0O.P. Administrasi
Surat Masuk

5. S.0.P. Administrasi
Surat Keluar

6. S.O.P. Pengarsipan
Surat Masuk/Keluar

7. S.0O.P. Pencatatan
Aset/BMN

8. S.O.P. Pencatatan
Barang Persediaan

9. S.O.P. Pemberian Nup
10. S.O.P. Administrasi

Perencanaan Dan
Pembuatan Laporan
Aset

11. S.O.P. Penyusunan
Laporan Bmn

12. S.0O.P. Opname Fisik
Barang Persediaan

13. S.O.P. Penghapusan
Bmn

14. S.O.P. Perpanjangan
Pajak Kendaraan

15. S.O.P. Administrasi
Perbaikan Dan
Perawatan Kendaraan
Dinas/ Operasional

16. S.O.P. Perawatan Dan
Pemeliharaan Gedung
Kantor

17. S.O.P. Perawatan Ac
Dan Komputer

18. S.O.P. Pengelolaan
Perpustakaan

19. S.O.P. Keamanan
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Gedung Kantor
20. S.O.P. Kebersihan
21. S.O.P. Gaji Induk

22. S.0.P. Gaji
Susulan/Kekurangan
Gaji

23. S.0.P. Gaji Ke 13 Dan
THR

24. S.0.P. Uang Makan

25. S.0O.P. Honorarium

Tidak Tetap
26. S.O.P. Uang Lembur
27. S.O.P. Uang
Persediaan  (UP) /
Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

28. S.O.P. Pengeluaran
Anggaran Belanja
Barang

29. S.O.P. Ganti Uang
Persediaan (GUP)

30. S.O.P. Pembayaran
Belanja Untuk
Rekanan (LS)

31. S.O.P. Pembayaran
Uang Remunerasi Dan
Pertanggungjawabanny
a

32. S.O.P. Laporan PNBP

33. S.0.P. Laporan
Keuangan Manual

34. S.O.P.
Pertanggungjawaban
UP/TUP Nihil

35. S.0.P. Penatausahaan
Anggaran

36. S.O.P. Surat
Keterangan
Pemberhentian
Pembayaran

37. S.0O.P. LRA Dan
Rekonsiliasi

38. S.0.P. Uang Duka
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Hos | e Bag i 1. SOP Perencanaan DIPA Sudely

Perencanaan, TI 2. SOP Revisi POK (DIPA) direvisi tgl

SOP Peliputandan
Penginputan Website 2017

4. SOP Pengelolaan
Website

5. SOP Perawatan
SIPP/CTS

6. SOP Perawatandan
Mengatasi
Permasalahan
Jaringan

7. SOP LKjIP( Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah)

dan Pelaporan 10 Agustus

SOP LaporanTahunan

SOP LaporanTriwulan
E Monev Bappenas

10. SOP Pengisian Capaian
Kineja Pada Aplikasi

Smart (Sistem
Monitoring Dan
Evaluasi Kinerja
Terpadu)

11. SOP Penghimpun
Laporan

2. Kinerja/ Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil setelah dikeluarkannya PP
Nomor 46 Tahun 2011 adalah berbasis Kinerja yang tertuang dalam
bentuk SKP. Definisi SKP adalah sasaran Kerja Pegawai yang ada
dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang

dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pegawai dengan Atasannya.
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Matrik SKP tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

adalah sebagai berikut;

Kurnia Yani Darmono,

SH., M.Hum Ketua 8 Kegiatan
Mahfudin, SH., MH. Wakil Ketua 8 Kegiatan
Alfon, SH., MH. Hakim 4 Kegiatan
Zulkifli, SH., MH. Hakim 4 Kegiatan
Etri Widayati, SH., MH. Hakim 4 Kegiatan
Dian Kurniawati, SH., Hakim 4 Kegiatan
MH.

Evelyne Napitupu, SH., Hakim £ TRt
MH.

Agus Windana, SH. Hakim 4 Kegiatan
Jimmy Ray le, SH. Hakim 4 Kegiatan
Maria Rina Sulistiawati, . .
SH., M.Hum. Hakim 4 Kegiatan
Drs. Asmar Josen, SH., Panitera 13 Kegiatan
MH.

Hj. Sri Widarti, S.Sos., Sekretaris 8 Kegiatan

SH.
Ruspeliati, SH.
Supriadi, SH.

Tiomina Simanjuntak, SH.

Resie, SH.

Rabiatul Adawiyah

Russianna, SH.

Marliyani, SE.

Panmud Hukum
Panmud Perdata

Panmud Pidana
Panmud Khusus
PHI
Panmud Khusus
Tipikor
Kasubbag
Kepegawaian &
Ortala
Kasubbag
Perencanaan, TI
& Pelaporan

17 Kegiatan
11 Kegiatan
6 Kegiatan

12 Kegiatan

12 Kegiatan

13 Kegiatan

12 Kegiatan

Panit

Indah Yuli Pryatni, SH. ant era‘ 6 Kegiatan
Pengganti
Panitera

1 Kegi

Samlawy e 6 Kegiatan
Panit

Jayadi ant era‘ 6 Kegiatan
Pengganti
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Hj. Masriah, SH.

I Gusti Bagus Sandhi, SH.
Teguh Budiono, SH.
Bobby Ertanto, SH.

Berly, SE., SH.

Efraim, SH.

Rahmawati Fitri, SH.
Taty, SH.

Jumiati, SH.

Lianova, SH.

Maryani, SH.

Wajidin

Ida Purwanti, SH.
Ika Murtianinsih, SH.

Salundik
Nova Iraini, SE., M.Si

Ainun Zaryah, SE.
Abdul Kahar Mashuri
Siti Nor Asiah, SH.
Laili Rahmah, A.Md

Laila Hayati, A.Md

Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Jurusita
Jurusita
Jurusita
Jurusita
Pengganti
Pengadministrasi

Pengadministrasi
Pengadministrasi

Pengadministrasi
Pengadministrasi
Pengadministrasi

Pengadministrasi

6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan

6 Kegiatan

4 Kegiatan
4 Kegiatan
4 Kegiatan

4 Kegiatan

6 Kegiatan
10 Kegiatan

14 Kegiatan
3 Kegiatan
21 Kegiatan
10 Kegiatan

14 Kegiatan
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B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikat ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mendapatkan Sertifikat
Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum dengan nilai A
excellent. Pemberian nilai A Excellent kepada Pengadilan Negeri
Palangka Raya adalah merupakan prestasi yang membanggakan bagi
seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Palangka Raya yang
tentunya raihan itu tidak datang begitu saja melainkan melalui
sebuah proses kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama, serta
kemauan untuk melakukan perubahan mendasar melalui reformasi

birokrasi sehingga pelayanan publik semakin baik.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4
lingkungan peradilan Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah
Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada Jumat,
13 Juli 2018 sekaligus Acara peluncuran aplikasi e-court serta

Pembinaan Teknis Yudisial.
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Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Tipikor/
Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A Nomor

091/KPN/OT.01.3/SK/8/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang
Penyusunan Tim  Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Negeri/Tipikor/ Hubungan Indusrial Palangka Raya Kelas I A yaitu

sebagai berikut:

KURNIA YANI DARMONO, Ketu..a Ketua Tim Penjamin
Pengadilan Mutu (PMPN)
SH,.M.Hum .
Negeri
Wakil Ketua Manager
MAHFUDIN, SH,.M.H Pengadilan Representative (MR)
Negeri
Manager
gﬁS'IGIS{MAR 2JORIDNG Panitera Representative (MR)
v WKMR I
Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., SH Manager
Sekretaris Representative (MR)
WKMR 11
DIAN KURNIAWATI, SH,.MH . Koordinator Auditor
Hakim
Internal
ALFON, SH,.MH Hakim Internal Auditor (IA)
ZULKIFLI, SH.,MH Hakim Internal Auditor (IA)
ETRI WIDAYATI, SH,.MH Hakim Internal Auditor (IA)
AGUS MAKSUM . .
MULYOHADI, SH,.MH Hakim Internal Auditor (IA)
EVELYNE . .
NAPITUPULU.,SH, MH Hakim Internal Auditor (IA)
AGUS WINDANA, SH Hakim Internal Auditor (IA)
JIMMY RAY IE, SH Hakim Internal Auditor (IA)
YULI ARTHA PUJAYOTAMA,
SH,.MH Hakim Internal Auditor (IA)
ALIASMAN PURBA, SE Hakim Internal Auditor (IA)
ANUAR SAKTI SIREGAR, . .
SH, MH Hakim Internal Auditor (IA)
RUSPELIATI, SH Panitera Muda  Tim Survei Kepuasan
Hukum Pelanggan
Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., SH Sekretaris Document Control (DC)
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STRUKTUR ORGANISASI TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELASI A

TAHUN 2018

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

(PMPN)

KURNIA YANI DARMONO, SH.,M.Hum

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE

(QMR)

QMR : MAHFUDIN, SH,.M.H

Dibantu oleh: Drs. ASMAR JOSEN, SH.,MH
dan Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., SH

INTERNAL AUDITOR (IA)

TIM SURVEI KEPUASAN
PELANGGAN

DOCUMENT CONTROL
(DC)

DIAN KURNIAWATI, SH,.MH
(Koordinator)

ALFON, SH,.MH

ZULKIFLI, SH,.MH

ETRI WIDAYATI, SH,.MH

AGUS MAKSUM MULYOHADI,
SH,.MH

EVELYNE NAPITUPULU,
SH,.MH

RUSPELIATI, SH

AGUS WINDANA, SH

JIMMY RAY IE, SH

YULI ARTHA PUJAYOTAMA,
SH,.MH

ALIASMAN PURBA, SE

ANUAR SAKTI SIREGAR,
SH,.MH

Hj. SRI WIDARTI,
S.Sos., SH
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2. Posbakum ( satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum
adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum
secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima
Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang
tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang
menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun
2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan
bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum
adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama
perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa,
mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum,
yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum
untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai

dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
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3. Menjamin  kepastian  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum
yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian
informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat
pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan
Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai

sendiri penasihat hukumnya.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos
Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2018

adalah sebagai berikut:

Rp. 48.000.000 Rp. 48.000.000 100%

3. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di
luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang

mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena
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alasan jarak, transportasi dan biaya. Pelayanan Terpadu sidang

keliling meliputi:

a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait
lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan
dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan
kelahiran;

b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama
Kecamatan; dan

c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2018 tidak ada perkara yang menggunakan sidang

keliling/ Pelayanan terpadu Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

4. Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik
adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo)
yang didasari oleh SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan
Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di
pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA
pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan
berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang

tidak mampu (miskin) secara ekonomis.
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Jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk perkara yang
diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rp. 2.667.000 - 0%

Adapun yang menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran
untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan

perkaranya secara prodeo.
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BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan
terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Demikian
pula dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya
yang merupakan salah satu instansi Pelayanan Publik maka kualitas
dari Pelayanan amatlah penting, dibutuhkan dukungan SDM
berkualitas yang menentukan keberhasilan dalam setiap pelayanan
publik. Peningkatan SDM aparatur Peradilan sangat perlu terus diasah
dan ditingkatkan demikian juga dengan kuantitas pelaksanaannya.

Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung
pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya terdiri atas SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis

Yudisial dengan paparan sebagai berikut :
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Sumber Dayva Manusia Teknis Yudisial terdiri dari :

Hakim Kareir termasuk S1=2/S2=8

Ketua/Wakil

Hakim Adhoc Tipikor 3 - 3 S2
Hakim Adhoc PHI 4 1 5 S1=1/S2=4
Panitera 1 - 1 S2
Panitera Muda 1 4 S S1
Panitera Pengganti 7 6 13 S1=13
Jurusita 1 2 3 SMA=1/S1=2
Jurusita Pengganti - 1 S1=1
Pengadministrasi Perkara 1 - 1 SMA=1

Pranata Peradilan - - - -

Sumber Daya Manusia Non Teknis, terdiri dari :

P
Sekretaris 1 1 S1
Kasub.Bag - 2 2 S1
Pengadministrasi Umum 1 5 7 SMA=1/D3=2/S1=3

Fungsional arsiparis - = - -
Fungsional Pustakawan - - - -
Pranata Computer - = = _

Fungsional Bendahara
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Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis

TENAGA
No. SATKER TEKNIS NON JUMLAH
TEKNIS
1. Pengadilan Negeri Palangka Raya 42 9 51

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya beserta jabatannya hingga 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut :

Nama :  Kurnia Yani Darmono, SH., MHum
NIP : 19630702 198803 1 001
Jabatan . Ketua

Nama :  Mahfudin, SH., MH.

NIP : 19650531 198803 1 002
Jabatan : Wakil Ketua

Nama : Alfon, SH., MH.

NIP : 19630301 199212 1 001
Jabatan ! Hakim

Nama . Zulkifli, SH., MH.

NIP : 19660809 199603 1 002
Jabatan : Hakim
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Nama : Etri Widayati, SH,.MH

NIP : 19650517 198502 2 001
o Jabatan : Hakim

Nama :  Dian Kurniawati, SH., MH.

NIP : 19770724 200012 2 001

Jabatan : Hakim

Nama : Evelyne Napitupu, SH,.MH

NIP : 19770814 200212 2 002

Jabatan : Hakim

Nama :  Agus Windana, SH.

NIP : 19760821 200212 1 003

Jabatan : Hakim

Nama : Jimmy Rai Ie, SH.

NIP : 19770605 200212 1 004

Jabatan : Hakim

Nama :  Maria Rina Sulistiawati, SH.,

M.Hum

NIP : 19770408 200212 2 004

Jabatan . Hakim

Nama :  Anuar Sakti Siregar, SH., MH.

NIP Do

Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor

Nama :  Rajali, SH., MH.

NIP D=

Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor

Nama : Dedi Riswandi, SH., MH.

NIP D=

Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor
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Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama

NIP
Jabatan

Nama

NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Aliasman Purba, SE., MH.

Hakim Adhoc PHI

Avan Loeckman Pranawa, SH.,
MM.

Hakim Adhoc PHI

Lela Yulianty, SH,.MH

Hakim Adhoc PHI

Muhammad Suhri Burhan, SH.,
MH.,

Hakim Adhoc PHI

Drs. Nur Insan

Hakim Adhoc PHI

Drs. Asmar Josen, SH., MH.
19651206 199303 1 007
Panitera

Hj. Sri Widarti, S,Sos,.SH
19670305 199003 2 001

Sekretaris

Ruspeliati, SH
19690401 199103 2 002
Panitera Muda Hukum

Supriadi, SH.
19731020 199303 1 002
Panitera Muda Perdata
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Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Tiomina Simanjuntak, SH.
19710220 199203 2 003
Panitera Muda Pidana

Resie, SH
19600504 198603 2 006
Panitera Muda Khusus PHI

Rabiatul Adawiyah
19710518 199203 2 003
Panitera Muda Khusus Tipikor

Russianna, SH

19690516 199203 2 002
Kasub.Bag.Kepegawaian
Organosasai dan Tatalaksana

Marliyani, SE

19850721 200904 2 003
Kasub.Bag.Perencanaan TI dan
Pelaporan

Indah Yuli Pryatni, SH
19600701 199303 2 002

Panitera Pengganti

Samlawy
19630111 198603 1 002
Panitera Pengganti

Jayadi
19620905 198503 1 007

Panitera Pengganti

Hj.Masriah, SH
19600908 198603 2 002

Panitera Pengganti
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Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

Nama
NIP
Jabatan

I Gusti Bagus Sandhi, SH
19840607 200805 1 001
Panitera Pengganti

Teguh Budiono, SH
19820809 200805 1 001
Panitera Pengganti

Bobby Ertanto, SH
19870425 200604 1 002
Panitera Pengganti

Berly, SE,.SH
19800118 200604 1 003
Panitera Pengganti

Efraim, SH
19750423 200604 1 001

Panitera Pengganti

Rahmawati Fitri, SH.
19840724 200904 2 011
Panitera Pengganti

Taty, SH
19850216 200604 2 001

Panitera Pengganti

Jumiati, SH
19870925 200604 2 002

Panitera Pengganti

Lianova, SH
19750302 200912 2 002
Panitera Pengganti
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Nama : Maryani, SH

NIP : 19750307 199404 2 002
Jabatan ¢ Jurusita

Nama : Wajidin

NIP : 19690525 199303 1 005
Jabatan ¢ Jurusita

Nama : Ida Purwanti, SH
NIP : 19830710 200212 2 001
Jabatan : Jurusita

Nama :  Ika Murtianinsih, SH
NIP : 19800410 200604 2 003
Jabatan : Jurusita Pengganti
Nama :  Salundik

NIP : 19710705 201408 1 002
Jabatan - Pengadministrasi Perkara
Nama : Nova Iraini, SE, M.Si
NIP : 19841102 200904 2 008
Jabatan :

Pengadministrasi Umum

Nama : Ainun Zaryah, SE
NIP : 19871216 200904 2 005
Jabatan :

Pengadministrasi Umum

Nama : Siti Nor Asiah, SH.

NIP : 19740114 200604 2 002
Jabatan * Pengadministrasi Umum
Nama :  Abdul Kahar Mashuri
NIP : 19721110 199303 1 002
Jabatan :

Pengadministrasi Umum
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Nama : Laili Rahmah, A,.Md
NIP : 19801224 200912 2 005
Jabatan

Pengadministrasi Umum

Nama : Laila Hayati, A,.Md
NIP 19841017 200912 2 001
Jabatan

Pengadministrasi Umum

Profil Tenaga Honorer

Christy J. Saragih Pramubakti diperbantukan di
Kepaniteraan Pidana

Elsa Situmorang Pramubakti Diperbantukan di
Kepaniteraan PHI

Yoyo Sopir diperbantukan di
Kepaniteraan Pidana

Kabul Budiono Satpam diperbantukan di
Kepaniteraan Pidana

Firdana Priyo Handoko Satpam diperbantukan di Sub
Bagian Umum dan Keuangan
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Rizki Kurniawan

Ferry

Jejen Jaini

Timotius Agni Angga Kusuma

Dean Barizka

Kaspul

Patris Ramli

Ruzian Noor

Pramubakti diperbantukan di
Kepaniteraan Pidana

Pramubakti diperbantukan di
Kepaniteraan Perdata

Satpam diperbantukan di
Kepaniteraan Perdata

Satpam diperbantukan di
Kepaniteraan Tipikor

Satpam diperbantukan di Sub
Bagian Umum dan Keuangan

Satpam diperbantukan di
Pengadilan Tipikor/PHI

Satpam

Pramubakti

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Hal. 45



LAPORAN TAHUNAN 2018

Ari Antoni

Rusdiansyah

Gustaf Denovan

Pramubakti diperbantukan di
Kepaniteraan Hukum

Sopir

Satpam diperbantukan di
Pengadilan Tipikor/PHI

Data Mutasi Keluar Tahun 2018

JABATAN
JABATAN LAMA BARU
Jumongkas L. Gaol, Ketua PN. Palangka Hakim Tinggi 16-7-2018
SH., MH. Raya PT. Pekanbaru
Khamim Thohari., Wakil Ketua PN. Ketua PN. 1-2-2018
SH., MH. Palangka Raya Jayapura
Dr. Erwantoni, SH., Hakim PN. Palangka Hakim PN. 1-2-2018
MH. Raya Serang
Agus Maksum Hakim PN. Palangka Wakil Ketua PN. 29-10-2018
Mulyohadi, SH., MH. Raya Unaaha
Yuli Artha Hakim PN. Palangka Wakil Ketua PN. 29-10-2018
Pujayotama, SH., Raya Blambangan
MH. Umpu
H. M. Khusairi Panitera PN. Panitera Muda 10-7-2018
Anwar, SH., MH. Palangka Raya Perdata PT.
Surabaya
Agus Hairuddin, SH. Panitera Pengganti Panitera 1-8-2018
PN. Palangka Raya Pengganti PN.
Kuala Kapuas
Hal. 46
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JABATAN

LAMA JABATAN BARU KETERANGAN

B Kurnia Yani Wakil Ketua Ketua PN. Sudah
Darmono, SH., MH. PN. Serang Palangka Raya Melaksanakan

Tugas

»28 Mahfudin, SH., Hakim Jakarta Wakil Ketua PN. Sudah
M.Hum. Timur Palangka Raya Melaksanakan

Tugas

<3 Maria Rina Hakim PN. Hakim PN. Sudah
Sulistiawati, SH., Kudus Palangka Raya Melaksanakan

M.Hum. Tugas

C3 Drs. Asmar Josen, Panitera PN. Panitera PN. Sudah
SH., MH. Metro Palangka Raya Melaksanakan

Tugas

3 Taty, SH. Panitera Panitera Pengganti Sudah
Pengganti PN.  PN. Palangka Raya Melaksanakan

Sampit Tugas

(N Jumiati, SH. Panitera Panitera Pengganti Sudah
Pengganti PN.  PN. Palangka Raya Melaksanakan

Kasongan Tugas

vf | Lianova, SH. Panitera Panitera Pengganti Sudah
Pengganti PN.  PN. Palangka Raya Melaksanakan

Buntok Tugas

Data Promosi Tahun 2018

JABATAN LAMA

Sopyani Devi, Pengadministrasi

SH. PN. Palangka Raya
Exman Kasubbag Umum
Vryanto, SE. & Keuangan PN.

Palangka Raya

Vusi Rurianty,
S.Kom

Jurusita Pengganti
PN. Palangka Raya

JABATAN BARU KETERANGAN

Panitera Sudah Terealisasi
Pengganti PN.

Sampit

Sekretaris PN.
Kuala Kurun

Sudah Terealisasi

Kasubbag Umum  Sudah Terealisasi
& Keuangan PN.

Kuala Kurun
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Nova Iraini,
SE., M.Si.

Laili Rahmah,
A.Md.

Salundik

Pengadministrasi
PN. Palangka Raya

Pengadministrasi
PN. Palangka Raya

Pengadministrasi
PN. Palangka Raya

Kasubbag Umum
& Keuangan PN.
Palangka Raya

Kasubbag
Kepegawaian &
Ortala PN. Pulang
Pisau

Jurusita
Pengganti PN.
Palangka Raya

Mangisi Jurusita Pengganti Jurusita PN. Sudah Terealisasi
Gultom PN. Palangka Raya Kuala Kurun

Janward S. Jurusita Pengganti Jurusita PN. Sudah Terealisasi
Purba PN. Palangka Raya Pulang Pisau

Thio Doly Jurusita Pengganti Jurusita PN. Sudah Terealisasi
Pakpahan, PN. Palangka Raya Nanga Bulik

SH.

Belum Terealisasi

Belum Terealisasi

Belum Terealisasi

Data Pensiun Tahun 2018

NAMA PEGAWAI

JABATAN

YANG PENSIUN

TMT
PENSIUN

KETERANGAN

Atok Dwinugroho, SH.

Hakim

1-9-2018

Diberhentikan
dengan hormat

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

JABATAN

DIKLAT YANG DIIKUTI

Evelyne Napitupulu, SH., = Hakim Sertifikasi Hakim PHI
MH.
Rabiatul Adawiyah Panitera Muda Bimbingan Teknis

Pengendalian dan
Penangan Perkara Pidana

Khusus Tipikor

Jumongkas L. Gaol, SH.,
MH.

Ketua Hakim Lingkungan
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Agus Maksum Mulyohadi, Hakim Diklatpim Tk. IV

SH., MH.

Agus Maksum Mulyohadi, Hakim Pelatihan Sensitifitas

SH., MH. Gender dalam upaya
Perlindungan Perempuan

Evelyne Napitupulu, SH., Korban KDRT

MH.

Evelyne Napitupulu, SH., Hakim Seleksi Uji Kelayakan / Fit

MH. and Proper bagi Calon

Wakil PN Kelas II
Yuli Artha Pujayotama,

SH., MH.

Dian Kurniawati, SH.,
MH.

Zulkifli, SH., MH. Hakim Training Of Mentor I
Program PPC Gelombang II
Terpadu Lingkungan
Peradilan Umum

Agus Windana, SH.
Jimmy Ray le, SH.

Nova Iraini, SE., M.Si. Pengadministrasi Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Hukuman Disiplin (SDM Teknis/Non Teknis yang mendapat

Hukuman Disiplin)

HUKDIS YANG

NO NAMA JABATAN DIBERIKAN
Dedi Ruswandi, SH., Hakim Ad-Hoc Peringatan Lisan
MH. Tipikor
Avan Loeckman Hakim Ad-Hoc PHI Peringatan Lisan
Pranawa, SH., MM.

Atok Dwinugroho, SH. Hakim Hukuman DIsiplin Sedang
Mangisi Gultom Jurusita Pengganti Teguran Lisan

Janward Sumuang Jurusita Pengganti Teguran Lisan

Purba

Thio Doly Pakpahan, Jurusita Pengganti Teguran Lisan

SH.

Hj. Sri Widarti, S.Sos., Sekretaris Teguran Lisan

S.H.
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B. PENYELESAIAN PERKARA

Matrik keadaan perkara pada pengadilan Negeri Palangka Raya pada

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Perkara Sisa Perkara Perkara Perkara Sisa
Tahun Lalu Masuk Putus Perkara

Pidana

Perdata
Tipikor

PHI

1. Jumlah sisa perkara yang diputus
Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2018 pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Perkara Jumlah sisa perkara Jumlah sisa perkara
tahun lalu yang diputus

Pidana

Perdata

Tipikor

PHI

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri

Palangka Raya adalah sebagai berikut:
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Perkara Jumlah perkara putus Perkara yang diputus

tepat waktu
Pidana 580 580

Perdata 218 214
Tipikor 44 42

PHI 14 14

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi dan PK
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai

berikut:

Perkara  Jumlah Perkara Jumlah Perkara Jumlah Perkara
yang tidak yang tidak yang tidak
mengajukan mengajukan mengajukan PK
Banding Kasasi

Pidana
Perdata
Tipikor

PHI

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi
Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Pengadilan
Negeri Palangka Raya tahun 2018 adalah sebanyak 4 perkara dengan

rincian sebagai berikut:
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Para Pihak

Majelis Hakim

No. Nomor Perkara
1. No.47/Pdt.G/2018
/PN Plk
(Berhasil dengan

akta perdamaian)

Dasing Bin Bondung
Lawan
Enan Umat

Alfon,SH.,MH.

Agus Maksum
Mulyohadi, SH.,MH.
Agus Windana, SH.

2. No.69/Pdt.G/2018
/PN Plk
(Berhasil dengan
akta perdamaian)

Yosephine I. Assan
Lawan
Edi Nugroho

Alfon,SH.,MH.

Agus Maksum
Mulyohadi, SH.,MH.
Evelyne Napitupulu,
SH.,MH.

<}, | No.181/Pdt.G/2018
/PN Plk
(Berhasil dengan
akta perdamaian)

Yunitha Andrie
Lawan
Yuliete Melati

Alfon,SH.,MH.

Agus Windana, SH.
Evelyne Napitupulu,
SH.,MH.

"0 No.169/Pdt.G/2018
/PN Plk

(Berhasil dengan
akta pencabutan)

Zulia
Lawan
Suryadinata

Evelyne Napitupulu,
SH.,MH.

Jimmi Ray IE, SH.
Dian Kurniawati,
SH.,MH.

. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya tahun 2018 adalah :

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Majelis Hakim

1. No.11/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Plk

Yoyokae
Yoka
Matan

Als Evelyne
BinKujik Napitupulu, SH.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Tidak ada Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung pada tahun anggaran

2018.
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b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Untuk tahun anggaran 2018 ini Pengadilan Negeri Palangka Raya
mendapatkan anggaran Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar
Rp. 251.762.000 , Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa
Pagar Gedung kantor sebesar Rp. 6.820.000,- dan Rumah Dinas Kantor
sebesar Rp. 15.500.000,-

Rekapitulasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pemeliharaan  Terselenggaranya  Rp. 251.762.000, Rp228.300.150,-
Gedung kantor  gedung

& perkantoran yang

Halaman bersih, rapi, indah

Kantor, dan nyaman

Pemeliharaan Rp. 22.320.000- Rp 16.039.000,-
Pagar Kantor

dan Rumah

Dinas

c. Penghapusan
Proses penghapusan pada sarana / prasarana gedung tahun anggaran
2018 tidak ada.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a. Pengadaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada tahun anggaran

2018 terdiri atas :
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v Pengadaan Tambah Daya Listrik dengan anggaran sebesar
Rp. 45.000.000,-

v Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran sebesar
Rp. 341.000,000,-

v Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP
dengan anggaran sebesar Rp. 126.000.000,-

v" Pengadaan Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Rp. 4.000.000,-

Rekapitulasi Pengadaan Fasilitas Gedung

sarana dan kebutuhan

prasarana di perkantoran untuk
lingkunagan MA meningkatkan
RI: pelayanan  kepada

Penambahan Rp. 45.000.000,- Rp. 21.421.250,-

Perkantoran Rp. 341.000.000,- Rp.322.570.500,-

Pengolah Rp. 126.000.000,- Rp. 122.501.120;

Nilai Peralatan Rp. 4.000.000,- Rp. -
dan Mesin
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b. Pemeliharaan
Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung tahun
anggaran 2018 terdiri dari pemeliharaan :
v Kendaraan Dinas
v" AC Ruangan
v" Peralatan Pengolah data berupa Komputer dan Laptop
v" Printer
v’ Faximile

v" Mesin Genset

Rekapitulasi Pemeliharaan Fasilitas Gedung

Pemeliharaan Terselengeara  Rp. 171.546.000 Rp. 160.357.556,-
Peralatan dan nya
Mesin : kebutuhan
- Kendaraan perkantoran
Dinas untuk
-  ACruangan meningkatkan
- Komputer pelayanan
Laptop kepada
- Printer masyarakat
- Faximile
- Mesin Genset
c. Penghapusan
Proses penghapusan pada sarana / prasarana fasilitas gedung tahun
anggaran 2018 tidak ada.
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Matrik sarana /prasarana pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun

2018 yaitu sebagai berikut:

Sarana/ Prasarana Gedung
Ruang Ketua
Ruang Wakil Ketua
Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Sidang Umum
Ruang Kepaniteraan
Ruang Panitera Pengganti
Ruang Tunggu Pers
Ruang Tunggu  Penasihat
Hukum
Ruang Mediasi
Ruang Pos Bakum
Ruang Kesekretariatan
Ruang Server/ IT
Ruang Perpustakaan
Ruang Kesehatan
Mushola
Ruang Sidang Tipikor/ PHI
Ruang pertemuan

—_ = = U gl =R =W

Sarana/ Prasarana Fasilitas
Perkantoran
Server 3 Unit Dalam Kondisi Baik
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Router 1 Unit Dalam Kondisi Baik
Switch Hub 1 Unit Dalam Kondisi Baik
Netware Interface External 6 Unit Dalam Kondisi Baik
Rak Server 1 Buah Dalam Kondisi Baik
P.C unit 27 Unit Dalam Kondisi Baik
Laptop 13 Unit Dalam Kondisi Baik
Peralatan Jaringan Lainnya 5Buah Dalam Kondisi Baik
Camera Digital 1 Unit Dalam Kondisi Baik
Monitor 3 Buah Dalam Kondisi Baik
Printer 18 Unit Dalam Kondisi Baik
CCTV 16 Unit Dalam Kondisi Baik
Mesin Absensi 2 unit Dalam Kondisi Baik
Sound System - Buah

Uninterruptible Power Supply 8 Buah Dalam Kondisi Baik
(UPS)

Pesawat Telephone 1 Buah Dalam Kondisi Baik
Facsimile 1 Buah Dalam Kondisi Baik
Internet 1 Buah Dalam Kondisi Baik
Hardisk 2 Buah Dalam Kondisi Baik
Speaker komputer 6 Buah Dalam Kondisi Baik
Tape Recorder - Buah -

CPU 1 Buah Dalam Kondisi Baik
Genset 1 Dalam Kondisi Baik
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Mesin Ketik Manual - -

Mesin Ketik Elektronik - -

Lemari Besi/ Metal 10 Dalam Kondisi Baik
Lemari Kayu 72 Dalam Kondisi Baik
Rak Besi 43 Dalam Kondisi Baik
Filiing Cabinet Besi 20 Dalam Kondisi Baik
Brankas 3 Dalam Kondisi Baik
Alat Pemotong Kertas 3 Dalam Kondisi Baik
Meja Kerja Kayu 141 Dalam Kondisi Baik
Kursi Besi/ Metal 187 Dalam Kondisi Baik
Kursi Kayu 105 Dalam Kondisi Baik
Sice 16 Dalam Kondisi Baik
Bangku Panjang Besi/ Metal 4 Dalam Kondisi Baik
Bangku Panjang Kayu 16 Dalam Kondisi Baik
Meja Rapat 6 Dalam Kondisi Baik
Meja Komputer 4 Dalam Kondisi Baik
AC Split, 63 Dalam Kondisi Baik
dan sebagainya......
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Matrik Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun

2018 yaitu sebagai berikut:

Roda 4
New Mazda Sedan 2010 \
Toyota Vios 2006 v
Toyota Kijang 2001 \
Toyota Innova E 2006 V
Toyota Innova G 2013 V
(Pinjam Pakai)

Roda 2
Honda Mega Pro 2005 v
Yamaha  Jupiter 2006 \
MX
Yamaha  Jupiter 2006 V
MX
Yamaha Jupiter Z 2005 \
Yamaha  Jupiter 2007 \
MX
Honda GL Max 2003
Honda GL Max 2003
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Matrik Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2018

yaitu sebagai berikut:

Rumah Dinas 6 V \ Rusak ringan = 5

Hakim Rusak berat = 1
(mengalami kebakaran)

Rumah Dinas 1 V

Panitera

Rumah Dinas - Belum ada

Sekretaris

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN
NON TEKNIS)

Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat
dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan
Negeri Palangka Raya Tahun 2018, terdiri dari DIPA Dirjen Badan
Peradilan Umum yang telah di revisi sebanyak 7 kali dan DIPA Badan
Urusan Administrasi yang telah di revisi sebanyak 5 kali sebagaimana

berikut :
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Program Peningkatan 492.933.000;- 331.434.060,- 67,24%

Manajemen Peradilan Umum

(DIPA Dirjen Badan Peradilan

Umum)

Program Dukungan Manajemen  11.080.090.000,- 10.710.497.176,- 96,66%
Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung (DIPA

BUA)

Program Peningkatan Sarana dan 516.000.000,- 466.492.870,- 90,41%
Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung (DIPA BUA)

12.089.023.000,-  11.508.424.106,- 95,19%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis

Lainnya

Dengan Pagu anggaran Rp. 11.080.009.000,- (Sebelas Milyar Delapan
Puluh Juta Sembilan Ribu Rupiah) terealisasi sebesar
Rp.10.710.497.176,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh
Enam Rupiah) atau mencapai realisasi 96,66%. Program ini
dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan
manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis
peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran.

Program ini hampir mencapai sasarannya yaitu terlaksananya
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penyediaan sarana prasarana, organisasi dan administrasi,

sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
Dengan pagu anggaran Rp. 516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas
Juta Rupiah) Terealisasi sebesar Rp 466.492.870,- (Empat Ratus
Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau mencapai 99,41%.
Program ini dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai
target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana
dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.

Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua)

tahun berjalan yaitu :

10.873.632.000 9.982.335.596 91,80%

12.089.023.000,- 11.508.424.106,- 95,19%

Dari wuraian tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan
terserapnya DIPA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang
mana realisasi tahun 2017 sebesar 91,80% dan tahun 2018 sebesar

95,19%.
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

DIPA Badan Peradilan Umum sebelumnya memiliki pagu sebesar
Rp. 563.953.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan
Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) Pagu anggaran tersebut telah
mengalami revisi sebanyak 5 kali agar anggaran dapat terserap
sesuai dengan kebutuhan satker, sehingga menjadi Rp.492.933.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Rupiah dan terealisasi sebesar Rp 331.434.060,- (Tiga Ratus
Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam

Puluh Rupiah) atau mencapai 67,24%.

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu :

- Terwujudnya standarisasi kelengkapan formal berkas perkara di
tingkat pertama.

- Meningkatnya aparatur/ tenaga teknis di Pengadilan Negeri
Palangka Raya yang professional dalam rangka melayani

masyarakat pencari keadilan.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran
untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
sebesar 91.000.000,- (Sembilah Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian sebagai

berikut:
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No Uraian Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

13.000.000

91.000.000

- Publikasi Perkara (One Day One Publish)
Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah
pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan
kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai
pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan
tangungjawabnya. Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan
hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara
korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh
pengadilan. Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak
tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah
tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak
atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai

Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2018
yang bisa diakses secara online di alamat

http:/ /putusan. mahkamahagung.qgo.id/pvenqgadilan/pn-palangkaraya

berjumlah:
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- Putus di tahun 2018

782  putusan

- Register di tahun 2018 693 putusan

- Upload di tahun 2018 826  putusan

Setelah terintegrasinya SIPP pengadilan tingkat pertama dengan

SIPP Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan integrasi antara
SIPP pengadilan tingkat pertama dengan SIPP pengadilan tingkat
banding, pada SIPP 3.2.0 akhir Desember 2017 dan telah
dikembangkan kembali integrasi antara SIPP pengadilan tingkat
pertama dan SIPP pengadilan tingkat banding dengan Direktori
Putusan dan SIAP Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka input

Direktori Putusan lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaannya.
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Selain pendukung SIPP, dukungan Teknologi Informasi terkait
kesekretariatan juga tidak kalah pentingnya. Pada Pada tahun 2018 Pengadilan
Negeri Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran untuk Pengadaan Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung kesekretariatan sebesar 35.000.000,-
(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Volume Harga Satuan Jumlah Biaya

Running Text 1 Unit 10.000.000 10.000.000

Telepon Paralel 1 paket 25.000.000 25.000.000

35.000.000
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Selain dukungan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
pendukung SIPP dan kesekretariatan, Pengadilan Negeri Palangka Raya pada
tahun 2018 di dukung oleh Teknologi Informasi berupa aplikasi berbasis internet

dan aplikasi tidak berbasis internet yaitu sebagai berikut:

Aplikasi Berbasis Internet
Aplikasi berbasis internet yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya
adalah :

No. Nama Aplikasi Keterangan Alamat dan Gambaran

1 Website Pengadilan Negeri Adalah aplikasi berbasis website yang  http:/ /www.pn-palangkaraya.go.id/

Palangka Raya berisi Profl, Transparasi Laporan,
kegiatan, berita Pengadian, Info
Perkara, Putusan dan Pengumuman
Pengadilan Negeri Palangka Raya
2 SPP/CIS Adalah aplikasi berbasis website yang  http://sipp.pn-pelangkaraya.goid/
(Kepaniterany) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Badilum untuk semua Pengadilan

Negeri
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3 Direktori Putusan MA RI Adalah Aplikasi yang digunakan http://putusan.mahkamahagung.goid/penga
dilan/pn-palangkaraya
(Kepaniteraar) untuk mengupload perkara yang

menempuh upaya hokum baik
banding, kassi maupun PK dan
petkara tingkat pertama yang telah
berkekuatan hukum tetap .

4 Siwas (Kepaniteraan) Adalah aplikasi pengaduan yang https://siwas.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia.
5 Komdanas Aplikasi yang mengolah data Laporan  www.komdanas.mahkamahagung.go.id
(Kesekretariatan) bagian Umum dan Keuangan,
Kepegawaian dan Perencanaan.
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6. SAPK BKN Adalah Aplikasi yang dikeluarkan https://sapkbkn.goid/
(Kesekretariatan) oen BKN bertujuan  untuk
pengelolaan data kepegawaian setiap
satker lembaga menuju pengelolaan
data kepegawaian berbasis IT
7. SIMPEG MA RI Adalah Aplikasi yang dikeluarkan http://116.0.6.162/simpeg/login.wgx
(Keselretariatan) oen MA R bertujuan untuk
pengelolaan data system informasi
kepegawaian.
8 Aplikasi SIMAN Sistem Manajemen Aset Negara i ""ﬁmuw.mwmmm
(Keseloetcriater) merupelan system. apliasi yang SIMAN
dibangun dengan tujuan: :

Membangun database  asset
Terpusat dengan memberikan
otorisasi akses kepada masing-
masing user.

Membangun sistem informasi
aset Negara yang standar untuk
Pengelola Barang dan Pengguna.
Membangun sistem otomasi
proses juan, perencanaan, Membangun sistem monitoring secara
pemel £ online dan realtime yang dapat diakses
pemindah Pengelola dan Pengguna Barang.

pemusnahan dan penghapusan Membengun ~ sistm yang  depet
asset sehingga pengelolaan BMN memudahkan dan
menjadi akuratoepat, efisien
serta  terokumentasi  secara

digital.

mempercepat
penyajian  informasi  terkait pengelolaan
BMN secara akurat dan up to date.
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9 SIRUP SIRUP adalah aplikasi Sistem https://sirup.lkpp.go.id/sirup

(Kesekretariatan) Informasi Rencana Umum

Pengadaan Dberbasis Web

(Web based) yang fungsinya
sebagai sarana atau alat

untuk mengumumkan RUP.

10.  AplikasiSMART Aplikasi ini digunakan untuk http://monev.anggaran.depkeu.go.id
(Kesekretariatan) melaporkan realisasi anggaran
11.  EMonev Bappenas Aplikasi ini digunakan untuk https://e-
(Kesekretariatan) melaporkan realisasi anggaran ke monev.bappenas.go.id/emon3
Bappenas

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal. 70


https://sirup.lkpp.go.id/sirup
http://monev.anggaran.depkeu.go.id/
https://e-monev.bappenas.go.id/emon3
https://e-monev.bappenas.go.id/emon3

LAPORAN TAHUNAN 2018

12, Aplkasi satu DJA ( Sistem Aplikasi rkakl dipa online https://satudja.kemenkeu.go.id/

Aplikasi Terpadu) sudah  berubah  menjadi
satuDJA.
Satu DJA merupakan sebuah
sistem yang
mengintegrasikan seluruh
sistem informasi dan sistem
aplikasi yang dihasilkan oleh
DJA, sehingga diharapkan
pegawai DJA dan stakeholder
DJA hanya perlu mengakses
satu sistem aplikasi untuk
menyelesaikan seluruh
proses bisnis penganggaran.
Satu DJA dibangun pada tiga
platform  sistem  aplikasi,
yaitu: aplikasi berbasis
desktop, aplikasi berbasis
web, dan aplikasi berbasis

mobile dengan tujuh sub

sistem yang saling
terintegrasi.
13 evekondk Adalah aplikasi berbasis web  http://e-rekon-
lk.djpbn.kemenkeu.go.id /login
(kesekretariatan) yang dikembangkan dalam

rangka proses rekonsiliasi
data transaksi keuangan dan
penyusunan laporan
keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.
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14.

Aptikasi
Perbendaharaan
Anggaran Negara,(SPAN)
(kesekretariatar)

dan

Sistem e Merupakan Sistem Informasi

yang menggabungkan

beberapa fungsi, seperti

Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran,

Manajemen Kas, Akuntansi

& Pelaporan dalam satu
sistem aplikasi.
Merupakan suatu sistem
pengelolaan keuangan
negara yang
mengintegrasikan

pengelolaan keuangan ke

dalam satu sistem
terintegrasi, yang meliputi
fungsi penganggaran,

pelaksanaan anggaran dan
pertanggungjawaban
keuangan

negara.

www.span.depkeu.go.id/

e merupakan program transformasi

berskala besar di bidang keuangan

negara bertujuan

yang
meningkatkan efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan anggaran dan
perbendaharaan negara melalui
penyempurnaan proses bisnis dan
pemanfaatan teknologi informasi
yang terintegrasi.

SPAN adalah sistem aplikasi yang
ada di lingkungan Kemenkeu dan
untuk mendukung otomatisasi
sistem dari pengguna anggaran

yang ada di setiap Kementerian

Negara/Lembaga.
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15. Aplikasi Sistem adalah sistem informasi yang www.simponi.kemenkeu.go.id

Informasi PNBP dikelola oleh Ditjen Anggaran

Online, atau SIMPONI = Kemenkeu, dalam rangka

(kesekretariatan) memfasilitasi pengelolaan
PNBP, yang meliputi: sistem
perencanaan PNBP, sistem
billing, dan sistem pelaporan
PNBP.

16.  Aptlkasie-Biling Adalah metode pembayaran http://www.pajak.go.id/e-billin
/Surat  Setoran Elektronik pajak secara elektronik
(SSE) menggunakan Kode Billing.
(kesekretariatan) Kode Billing sendiri adalah

kode identifikasi yang
diterbitkan melalui sistem
Billing atas suatu jenis
pembayaran atau setoran
pajak yang akan dilakukan
Wajib Pajak.

17.  AplikasiPerpustakaan Adalah aplikasi yang dibuat untuk http:/ /www. perpustakaan.pn-

mengelola  perpustakaan  secara  palangkaraya.go.id/

online.
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18.

Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP

adalah pelayanan secara
terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari
tahap awal sampai dengan
tahap penyelesaian produk
pelayanan pengadilan

melalui satu pintu.

PTSP bertujuan:

e Mewujudkan proses
pelayanan yang cepat,
mudabh, transparan,
terukur sesuai dengan
standar yang telah
ditetapkan.

e Memberikan  pelayanan
yang prima, akuntabel,
dan anti korupsi, kolusi,

nepotisme.

PTSP dilaksanakan dengan
prinsip:

a.Keterpaduan;

b.Efektif, Efisien, Ekonomis;
c.Koordinasi;

d.Akuntabilitas; dan

e.Aksesibilitas.

http://192.168.1.3/peradilan/login
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19,  AptkasiMIS Sehubungan dengan Pasal 27 http://192.168.1.3 /mis/login

(Monitoring Implementasi Ayat (1) Surat Keputusan

SIPP) Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum  Nomor
271/DJU/SK/PS01/4/2018
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara

Elektronik, bahwa
“pengadilan wajib
menerapkan Aplikasi

Monitoring SIPP yang
dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Umum untuk memastikan
tingkat kepatuhan pengisian
data SIPP yang terdiri dari
validitas, akurasi dan
ketepatan waktu pengisian

data SIPP”.
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20. Aplikasiecourt Adalah layanan bagi
Pengguna Terdaftar untuk

Pendaftaran Perkara Secara

Online, Mendapatkan
Taksiran Panjar Biaya
Perkara secara online,

Pembayaran secara online
dan Pemanggilan yang
dilakukan dengan saluran

elektronik.

e e-Filing (Pendaftaran
Perkara Online di
Pengadilan)

e e-Payment
(Pembayaran Panjar
Biaya Perkara
Online)

e e-Summons
(Pemanggilan Pihak

secara online).
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21.  APLIKASISMS GATEWAY SMS Gateway adalah sebuah http://192.168.1.222 /posms/

system aplikasi komputer
yang berfungsi untuk
memudahkan pengelolaan
pengiriman sms kebanyak
dan juga menerima sms dari
banyak nomor, berjalan 2
arah, kirim dan terima.
seperti digunakan untuk sms
center layanan masyarakat
oleh sebuah perusahaan atau
instansi pemerintah.
Fungsi dan manfaat SMS
Gateway yaitu dapat
mengirim informasi ke semua
karyawan /pegawai dalam

satu kali klik saja.

22, AplikasiAntrion sidang Adalah aplikasi yang http://192.168.1.3/antrian/antrian

digunakan untuk
memudahkan mendata dan
memanggil para pihak yang
hadir dan siap untuk
disidangkan sesuai dengan

antrian sidang.
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23. ESAKIPREVIU e-SAKIP REVIU adalah sistem https://esr.menpan.go.id/index.php

aplikasi yang dibangun oleh /welcome
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagai
upaya peningkatan kualitas
pelaksanaan akuntabilitas
kinerja di lingkungan
instansi pemerintah untuk
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penggunaan

anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai
sarana pembinaan interaktif
pelaksanaan  Akuntabilitas
kerja instansi pemerintah
dan sarana penyampaian

laporan kinerja secara online.
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Aplikasi Tidak Berbasis Internet

Aplikasi yang tidak berbasis internet yang digunakan Pengadilan Negeri

Palangka Raya adalah :
No. N Aplikasi Ket Gambaran
1 Adalah  Aplikasi  Yang
GPP mengelola Gaji  Pokok
Pegawai, Uang makan, dan
Uang Lembur.
2. SAIBA Adalah  aplikasi yang

mengelola Pelaporan

Keuangan yang berbasis

3. SPM Adalah  aplikasi yang
dipergunakan untuk
membuat surat perintah
pembayaran dan Surat

Perintah Membayar
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4 SILABI Silabi adalah aplikasi yang
digunakan untuk
pengelolaan

Pembendahraan  seperti

membuat kwitansi, Berita

Acaradan LPJ

5. RKAKL Adalah  aplikasi  yang
digunakan untuk
mengolah Rencana
Anggaran Satker.

6. PIN PPSPM PIN PPSPM adalah
identification number

yang digunakan sebagai
tanda tangan elektronik
Pejabat Penandatangan
SPM (PPSPM) untuk
memastikan keaslian
SPM dan ADK SPM yang

dikirim ke KPPN. Pin

PPSPM diterapkan
sebagai langkah
pengamanan untuk

mengantisipasi tindakan
pemalsuan SPM yang
beberapa kali pernah

terjadi.
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7. PERSEDIAAN Adalah aplikasi yang
digunakan untuk mengelola
data  persedigan  barang

8 Aplikasi Konfirmasi dan ~ Adalah aplikasi yang

Koreksi Penerimaan ~ diganakan untuk
. .
Negara (K2PN) S el
SSBP, SSPB
9 SIMAK BMIN Adalah aplikasi untuk mengolah
data Aset Negara untuk tingkat
Satker
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10. SIMAK BMN WILAYAH Adalah aplikasi untuk mengolah

data Aset Negara untuk Tingkat

Wilayah

11.  Aplikasi Simantap Adalah  aplikasi  yang
(Sistem Mangjemen digunakan untuk
Tonah.P bl pelaksanaan kegiatan

identifikasi dan

pendataan BMN berupa

tanah.
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F. REGULASI 2018

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area:

1. Managjemen Perubahan :

No. Manajemen Perubahan

Pencapaian

1. Perubahan pola pikir

dan budaya kinerja

2. Telah dibentuk Tim
Akreditasi Penjamin
Mutu (TAPM)

3. Penyelenggaraan
Persidangan

Pimpinan tertinggi terlibat secara aktif
dan berkelanjutan dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

Pengadilan Negeri Palangka Raya
mendapatkan akreditasi dengan nilai A
Excellent .

kepuasan pengguna pengadilan,
pelayanan pengadilan yang terjangkau
serta kepercayaan masyarakat pada

pengadilan

2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Ketua Pengadilan Negeri telah

mengeluarkan Surat Keputusan selama tahun 2018 antara lain meliputi :

SK tentang Penunjukan Hakim Nomor 0132 /KPN/OT.01.2/SK/11/

Pengawas Bidang
SK tentang Tim Teknologi
Informasi (TI)

2018, Tgl. 9 Nopember 2018
Nomor 117/KPN/HM.02.3/SK/9/
2018 tanggal 25 September 2018

SK tentang Penerapan Aplikasi Nomor 087/KPN/HM.02.3/SK/8/
Pelayanan Peradilan Terpadu 2018 tanggal 20 Agustus 2018

Satu Pintu

SK tentang penyusunan Tim

Nomor 091/KPN/OT.01.3/SK/8/

Akreditasi Penjaminan Mutu 2018 tanggal 20 Agustus 2018
SK tentang Pembagian Ruang Nomor 069/KPN/OT.01.2/SK/4/

Persidangan

2018 tanggal 17 April 2018
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3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan dan Penguatan Organisasi pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya adalah :
» Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

(right sizing) dan sesuai dengan beban kerja.

4. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana Pencapaian

Telah membuat dan
Standar Operasional Prosedur

menerapkan SOP.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pengusulan dalam jabatan telah Pengusulan dalam jabatan
melalui Beperjakat Struktural dan Fungsional

Pengukuran Kinerja melalui SKP Dokumen SKP

Penempatan Pegawai Berdasarkan pendidikan dan
keahlian

Database kepegawaian Aplikasi SIKEP

Pelatihan-pelatihan Mengusulkan Pegawai Teknis

dan Non Teknis untuk
mengikuti Pelatihan.
Penegakan aturan disiplin/kode Adanya pemberian sanksi

etik/ kode perilaku dan Penghargaan

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal. 84



LAPORAN TAHUNAN 2018

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pencapaian
Akuntabilitas

1. Membentuk Tim Adanya dokumen SAKIP (Sistem
penyusunanan LKkjIP, Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
RENSTRA (Rencana Pemerintah)
Strategis)

2. Menyusun Rencana Kerja  Adanya dokumen Rencana Kerja

3. Melaksanakan Telah dilaksanakan pemutakhiran
Pemuktahiran Data data kinerja secara berkala melalui

laporan SIMARI, Komdanas, e-
monev Bappenas dan e-monev

anggaran.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pencapaian

Pengawasan

1. Rapat Rutin Bulanan Dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali
guna mengetahui pencapaian kinerja
dan hambatan yang dihadapi guna
menemukan solusinya.

2. Pengawasan Intern Telah dilakukan oleh hakim
Pengawas Bidang dan dilaporkan

setiap rapat rutin bulanan.
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pencapaian
Pelayanan Publik

Pos Bantuan Hukum

Tersedianya Pos Bantuan hukum bagi
masyarakat yang kurang mampu.
Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Untuk memberikan pelayanan agar
lebih transparan dan akuntabel serta
untuk menghindari terjadinya
interaksi langsung antara pengguna
pengadilan dengan aparat pengadilan
yang berpotensi menimbulkan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Eskum

Memberikan akses kepada
masyarakat untuk menghitung biaya

panjar sendiri
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Ruang Ibu Menyusui

Terpenuhinya  ruang bagi Ibu
menyusui.
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L/ Ruang Sidang Anak

Terpenuhinya Ruang Sidang Anak

I.
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Ruang Diversi
Terpenuhinya Ruang Diversi

°' Ruang Tunggu

Penasihat Hukum

Terpenuhinya Ruang Tunggu
Penasihat Hukum

Ruang Tunggu Pers
Terpenuhinya Ruang Tunggu Pers
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- Ruang Perpustakaan
Terpenuhinya Ruang Perpustakaan
untuk Pegawai dan Pengunjung
Sidang.

.71 Ruang Kesehatan
Terpenuhinya Ruang Kesehatan
untuk seluruh pegawai pengadilan.
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'~ Charger HP
Terpenuhinya Charger HP untuk
pengunjung sidang

-1 Kursi Roda

Terpenuhinya kursi roda untuk
pengunjung sidang yang memerlukan.

Kotak Kepuasan

Pelanggan
Terpenuhinya Kotak Kepuasan
Pelanggan tentang pelayanan Loket-
loket Kepaniteraan
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Parkir Disabilitas dan

Wanita
Terpenuhinya Parkir Disabilitas dan
Wanita

Pos Satpam Gerbang

Utama
Tersedianya Pos Satpam Gerbang
Utama

' Smoking Area

Tersedianya Smoking Area bagi
Pengunjung Sidang
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Perlengkapan  ibadah

sumpah umat

konghucu
Tersedianya tempat perlengkapan
ibadah sumpah umat konghucu.

Ruang tamu terbuka

Tersedianya ruang tamu terbuka
untuk pejabat warga Pengadilan
untuk menerima tamu.

¢ Mesin antrian sidang
Tersedianya mesin antrian untuk
layanan PTSP
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BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan
peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen
untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus
dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
rencana dan aturan yang berlaku.

Adapun maksud, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006
adalah sebagai berikut:

1. Maksud Pengawasan

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis
peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan
tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan
dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan
ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

d. Untuk menilai kinerja.
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2. Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan
yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan

Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja
pelayanan publik pengadilan.
3. Fungsi Pengawasan

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib
sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para
pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu
penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang
murah.

Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) jenis,
yaitu:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan

langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar
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pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif
dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pengawasan melekat
telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya
Kelas T A Nomor : 132/KPN/OT.01.2/SK/11/2018 Tanggal 9
November 2018 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan

Negeri/Tipikor/ Hubungan Indusrial Palangka Raya Kelas I A

adalah sebagai berikut:

MAHFUDIN, SH.,M.H Koordinator Pengawas

JIMMY RAY IE, SH Hakim Pengawas Bidang
Pidana

ZULKIFLI, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Perdata

ETRI WIDAYATI, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Hukum

LELA YULIANTY, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
PHI

RAJALI, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Tipikor
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DIAN KURNIAWATI, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Umum dan Keuangan

EVELYNE NAPITUPULU, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan

ALFON, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Kepegawaian, Organisasi
Dan Tata Laksana

AGUS WINDANA, SH Hakim Pengawas Bidang
Pelayanan Publik

MARIA RINA S., SH.,MH Hakim Pengawas Bidang
Penelaah Eksekusi

ETRI WIDAYATI, SH.,MH Hakim Pengawas dan
Pengamat Putusan

Pidana yang sudah BHT

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1
(satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan
bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Palangka Raya.

Sedangkan pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung
jawab Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya dilaksanakan biasanya 2 (dua) kali dalam

setahun.
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b. Pengawasan Fungsional
Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan
oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk
melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang
diperuntukkan untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan
pada kriteria atau tujuan yang telah di tetapkan, yang selanjutnya
diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya secara
rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui brefing
atau rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat
bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah
untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga
bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar
Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dari Evaluasi Pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan
solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala
dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat

waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi
yang telah di tetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi
masyarakat para pencari keadilan.

2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan
tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak
masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya wupaya ini
merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan
oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya.

3. Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan
suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan
Negeri Palangka Raya dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi
dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

4. Bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Laporan Tahunan 2018 ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam

penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.
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B. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non
Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan
dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat.

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber
Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target yang ditentukan.

3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka
Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf
mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih

terbatas.
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